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Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Standar Pelayanan Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan
Nagari dan Peraturan Wali Nagari

No. SK : 33 Tahun 2021

Per syar atan

1. Surat Pengantar dari camat terkait

2. Nota kesepakatan bersama Walinagari dan Bamus Nagari untuk rancangan Peraturan Nagari dan

peraturan nagari

3. Rancangan Peraturan Nagari/ peraturan nagari/ peraturan Walinagari

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 13 Jan 2025 pukul 09:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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A. MEKANISME DAN PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI

: : Walinagan
Walinagar , -
Menyampaikan Rancangan menindak lanjoti hasil
Peraturan Nagari untuk di evaluasioleh tim paling lambat
Evaluasi [Pasal 52 Perbup 20 (dua puluh )
Nomor 26 Tahun 2014) harisejak diterima

DPMN DPMN

Melakukan Evalnazi menj_-'am_pa]kgn
R hasil evaluasi
lancangan Pemna R Peraturan N -
elatni Tim Evahiasi Rancangan Peraturan Nagan
me : - kepada Walinapgan palng lambat

Peraturan nagari 20 (dua pulnh) hari kerja

B. MEKANISME DAN PROSEDUR. KLARIFIKASI FER ATURAN NAGARI DAN PERATURAN
WALINAGARIT

Walnagari DFMN melakulkan klarifilcasi
menyampaikan Peraturan Peraturan Naparn/' Peraturan
MNagariPeraturan Walinagar Walina pari melahi tim
palinglama 7 (tujuh) hari Klarifikasi paling lambat 30
setelah ditetaplkan ke DPMN (tiga puluoh) han sejak diterima

Pemerintah Nagan . .
Melalkukan Pen}-'emgumaan DPN_I‘J m“j“}"ampﬂlkﬂﬂ hiSI_I
dan/ atau melakukan Klarifilcasi Pemtumn_ Naga_n
pencabutan peraturan yang L e e Wl
diajukan, sesnaidengan
relkkomendasi dan tim

1. A. Mekanisme dan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Walinagari menyampaikan rancangan

peraturan nagari untuk dievaluasi
2. DPMN melakukan rancangan peraturan nagari melalui tim evaluasi peraturan nagari

3. DPMN menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan nagari kepada Walinagari paling lambat 20
hari kerja

4. Walinagari menindaklanjuti hasil evaluasi oleh tim paling lambat 20 hari sejak diterima

5. B. Mekanisme dan Prosedur Klarifikasi Peraturan Nagari dan Peraturan Walinagari Walinagari

menyampaikan Peraturan Nagari/ Peraturan Walinagari Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan ke
DPMN

6. DPMN melakukan Klarifikasi Peraturan Nagari/ Peraturan Walinagari melalui Tim Klarifikasi Paling

lambat 30 hari sejak diterima
nformgsi pyPNVARE Prietilfain glaTkaincha siPRISPERAREP & sedraA Nagalrndarr Peratitan WiaHkdgarituk melihat halaman asii.

8. Pemerintahan nagari melakukan penyempurnaan dan/ atau melakukan pencabutan Peraturan yang
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Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Saran, MAsukan, Rekomendasi terhadap Substansi/ Materi muatan yang disusun didalam

rancangan Produk Hukum NAgari

Pengaduan Layanan

* Kotak Saran

®* Surat Pengaduan

* Email: bpmpnagam@gmail.com
* Telpon/HP :(0752)66269

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 13 Jan 2025 pukul 09:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8128102/pemerintah-kab-agam/standar-pelayanan-fasilitasi-evaluasi-dan-klarifikasi-peraturan-nagari-dan-peraturan-wali-nagari

